PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

Menimbang

d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

:a. bahwa dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/OTDA

Tanggal 24 Mei 2002 tentang Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota
(Positif List) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
dan Surat chala' BKKBN Pusat Nomor 1289/0T.001/B.5/135/2002 Tanggal 28
Juni tentang Penyerahan Kelembagaan BKKBN kepada Pemerintah Dacerah;

. bahwa dengan adanya penyerahan Kelembagaan BKKBN Kepada Pemerintah

Daerah di pandang perlu untuk membentuk Kelembagaan BKKBN menjadi
Perangkat Daerah dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, kualitas keluarga dan pengarahan mobilitas penduduk serta
dapat meningkat Pelayanan Program KB kepada Masyarakat;

. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari berdasarkan
Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, Karakteristik, Potensi dan
Kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan
pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional profesionalisme

serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Dasrah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud padz huruf 2 b dan ¢
maka perlu membentuk peraturan Dacrah tentang Pembeniunkan Orgamsasi dan

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana den Pembengonan Keluargz Sepaheers

Mengmgat............



Mengingat

1.

10.
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT
Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 50);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; tambahan lembaran Nomor 3041)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35,
Tambahan Negara Nomor 3475);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan I.embaran Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (ILLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72;

Tambahan Lembara Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang  Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30,
Tambahan Negara Nomor 3553),

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Negara
Nomor 3559),

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisas:

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165}

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvesmman Peorzturan

Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undeng-ondame Ramcamgam

P

Peraturan Perundang-undangzn dan Papcanean Nopummeom Pressdem (Lammbaram



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN BATANG HARI

MEMIUTUSKAN ¢

Menetapkan  : PERATURAN DAERAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS KEIUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJTAITTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan -

1.

2.

6.

9.

10.

Dacrah adalah Kabupaten Batang Iari.

Pemerintah Dacrai adalah Pemerintah Fabupaten Batang Hari,
Kepala Dacia!: islah Bupati Batang Hari.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Batang Hari yang sclanjutnya disingkat

Sekda.

Perangkat Daerah adalah Organisasi /L.embaga pada Pemerintah Dacrah yang bertanggung jawab
kepada  Kepala Daerah dan membantu Kepala Dacrah dalam penyelenggaraan. Pemerintahan
vang terdiri atas Sekretaris Dacrah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan scsuai dengan Kebutuhan Daerah.

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah Dinas Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Iari.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan vang

selanjutnya disingkat UPTD.
Lsclonering adalah tingkatan Jabatan Struktural

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil vanz diberiian
wewenang  sccara penuh oleh pejabai vang berwenang sesuai beahlizmsvs dalam anei
menunjang tcgas pokok Sekretariat Dacrah, Dinas Dacrah. [ emba

dan Kelurahan dalam rangka menyelengga-akan Pemermita
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(1) Dinas Kelrarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga Sepahtera adalah Dinas  Daerah

Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ;

(2) Dinas Keluarga Berencana dan  Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai  tugas

melaksanalan  kewenangan otonomi dacrah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan  tugas

desentralisasi ;

(3) Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargz Secjahtera dipimpin olch scorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI ¢
Bagian Pertama
Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Berencana

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Bereacana dan Pembangunan Keluarga Scjahtera yang terdiri

dari -

a. Kepala lJinas

b. Kepala Bagian tata Usaha.

[

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

[§ )

. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

OS]

. Kepale Sub Bagian Perlengtapan.

c¢. Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisa Program
1. Kepala Seksi Pengolahan  Pelavanan  Informasi dan Dokumentasi.
2. Kepala Scksi Analisis dan Evaluasi Program.
3. Kepala Scksi Pelaporan dan Statistik

d. Kepala Sub Dipas
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3. Kepala Seksi Penanggung masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan hidup Ibu Bayi
dan Anak.

e. Kepala Sub Dinas Pengendaalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1. Kepala Seksi pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
2. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga.
3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
f. Kepala Sub Dinas Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender.
1. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Kepala Seksi Institusi dan peranserta.
3. Kepala Scksi Partisipasi Pria.
g. UPID:
1. UPTD Pengelola Teknis Kecamatan Muara Bulian.
2. UPTD Pengelola Teknis Kecamatan Muara Tembesi.
3. UPTD Pengelola Teknis Kecamatan Pemayung,.
4, UPTD Pengelola Teknis Kecamatan Batin XXIV.
5. UPTTD) Pengelola Teknis Kecamatan Mersam.
6. UPTD Pengelola Teknis Kecamatan Maro sebo Ulu.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 4

(1) Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera membawahi :

a. Kepala Bagian Tata Usaha
b. Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga Dan Analisa Program

¢. Kepala Sub Dinas Pengendalian keluarga Berencana Dan Keschatan Reproduis
d. Kepala Sub Dinas Pengendalian keluarga Sejahtera dam Pemberdovaan Koinarga

c. Kepala Sub Dinzs Penguatan Kelembagzan dan Kosctaraan Jomder

£ ITPTD
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(2) Masing — masing Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini dipimpin oleh scorang Kepala Bagian, Kcpala Sub Dinas yvang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Kcluarga
Sejahtera,

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas scbagaimana dimaksud Pasal 3 Avat (1) huuf a mempunyai tugas memitnpin,
menentukan kebijaksanaan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan

sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan administratif kegiatan penyclenggaraan Pemerintahan umum

b. Penyiapan hahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang bertaku ;

@]

Memberi bitnbingan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan.

d. Melakukan evaluasi pelaksanzan tugas ketatausahaan dilingkungan dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Seishtera

(4]

Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan.
g I £4as yang
Bagian Ketiga

Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 7
Kepala Bagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud Pasal

mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kenanesn dam twess lam s

peraturan, ketentuan dan pedoman yane telah ditetapkan agar tercipta s



a. Merencanakan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi bidang Umum, Kepegawaian dan

Keuangan guna memberikan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas.

€
i

h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana

secara berdayva gura dan berhasil guna.
c. Memberikan bimbingan kepada bawahan.

d. Mengarahkan  bawahan di dalam pelaksanaan  tugas schingga penyelenggaraan  kegiatan

Administrasi Umum Kepegawaian dan Keuvangan ferlaksana dengan baik.

e. Melakukan koordinasi perencanaan anggaran.penyusunan anggaran rutin,pembangunan dan
bantuan  luar  negeri  serta  pengelolaan.pengendalian  keuangan,analisis,realisasi  dan

pembukuan.administrasi perbendeharaan dan tuntutan ganti rugi di Dinas Keluarga Berencana

Kabupaten Batang Hari.

f. Mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan

secara berkala guna mencegah penyimpangan-penyimpangan.

g Melaporkan realisasi pelaksanaan tugas <1 bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan kepada

atasan baik szcara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban.

h. Mengkoordinasikan penyclenggaraan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Kcuangan melalui

pertemuan atau surat menyurat agar dapat keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.

i. Melakukan pengelolahaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana

kebutuhan perlengkapan dan perbekalan di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari .

j. Melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kabupaten Batang

Han .

k. Melakukan pengendalian  pelaksanaan  ketatausahaan  program  keluarga Dberencana dan

pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kabupaten Batang Hart .

. Melakukan pengendalian pelaksanaan budaya kerja bermutu di lingkungan  Dinas Keluarga

Berencana Kabupaten Batang Han:

m. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep rencana  kebutuhan  Pegawai  Keluarga

Berencana Kabupaten Batang Hardi , jangka pendek dan jangka panjang.

n. Menvusun, menganalisa dan mengevalvasi rencana pelaksanaan kepengurusan Kepegawaian,
administrasi Kepegawaian  dan Penetapan  Kepanitian  Kepegawiaan pada Dinas Keluarga
Berencana Kabupaten Batang Iari .

alulan wlontifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah - masalah  yang dibadapi  dalam

»s pekerjaannya .

p. Memotivasi .............



p. Memotivasi dan melakukan penilaian prestasi kerja para kepala sub bagian dan staf yang

dibawahnya agar kinerja mereka semakin meningkat.

q. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, secara terus
menerus, preventif maupun represif, agar tujuan-tujuan pengelolaan bagian tata usaha Program
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Batang Hari dapat

tercapai secara efektif dan efisien

r. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas scsuai dengan Bidang tugasnya sebagai

bahan bagi pengambilan keputusan.

8. Melakesanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Pasal 9
(1) Kepala Bagian Tata Usaha membaiwahi :
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Masing — masing Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaskud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh
scorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian scbagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan urusan di bidang
Administrasi kepegawaian dan Tata Usaha, baik dalam surat menyurat dan perlengkapan Rumah

Tangga Dinas.
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Kepalz Seb Bagan Tatz
Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Membagi tugas kepada bawahan scsnzi dengan bedampmya
b. Memben petunmuk kepada bewabar toml SziEncIran polakamaaT IS,
\=mrier Prostza bona hewanan scregm o pemivmznr dam ronessmmitemEn G

L Mfempimemeymm
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Menghimpun, mengklasifikasi dan meclakukan dokumentasi Peraturan Perundang - undangan
yang berkaitan dengan program Dinas Keluarpa Berencana dan pembangunan keluarga scjahtera

di Kabupaten Batang Hari.

Menyiapkan bahan - bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, pengelolaan
organisasi dan Letatalaksanaan Program Dinas Iicluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera di wilayah Kabupaten Batang Tari.

Menyusun formasi Pegawai di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana  dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera.
Menilai prestasi kerja bawahan sebhagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
Menyusun konsep rencana pengadaan penempatan dan pemetaan Pegawai di ingkungan Dinas.

Mengkoordinir, mengarahkan bawahan di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
untuk kenaikan pangkat, Gaji berkala, Cuti, 17in Belajar, Peninjauan masa kerja, mutasi Pcgawai,
Taspen serta Rekomendasi Jainnya agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlakug

Menyusun usulan penertiban Kartu Pegawai, Kartu Isteri’Suami, Taspen dan Kartu Asuransi

Kesehatan:

Memeberi pentunjuk pembuatan Daflar Susunan Pegawai (DSP). Daftar Urut Kepangkatan

( DUK ) serta Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), berdasarkan ketentuan.

Meneliti berkas usulan pemberhentian dan pemindahan dan bebas tugas menjelang pensiun sesuai

dengan ketentuzs yang beriaku.

Menyusun usulan pemberian vang duka’tewas dan uang tunggu secsuai dengan ketentuan vang

berlaku .

Menyusun usulan tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai dilingkungan Dinas Kcluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Scjahtera sesuai dengan ketentuan yvane berlaku .
fewd = o & f=

Mencliti usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan, tugas belajar sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku

Melaksanakan penyelesaian kasus kepegawaian dilingkungan Dinas Heluarga Heronoaos

(]
‘

’embangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan vang berlaku

Melakukan upaya penyelesaian masalah masalah hukum vans
program Dinas Kcluarga Berencana dan Pembaneunan Koluargs

Batang [1an
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Menyiapkan pelayanan ketatausahaar umum pegawai Dinas Keluarga berencana dan Kceluarga
Sejahtera Kabupaten Batang Hari

Menyiapkan bahan — bahan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kesejahleraan pegawai

pada Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari.

Menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan Dinas pegawai Kabupaten Batang

Hari Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Scjahtera.

Menyiapkan pelayanan penerimaan tamu - tanmu Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari.
Mengatur pelaksanaan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan;

Menyusun lzporan Inventaris barang Milik Dacrah dan Negara berdasarkan data dan Informasi

serta ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan.
Pasal 12

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan scbagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b

mempunyai tugas mengkoordinasi pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga Scjahtera berdasarkan ketentuan/pedoman, Rutin, Pembangunan dan

Bantuan Luar Negeri  Serta Pengelolaan, Pengendalian Keuangan, Administrasi perbendaharaan

dan  Tuntutan Ganti Rugi dan petunjuk teknis keuangan agar terlaksana sesuai dengan Peraturan

Perundang- undaigan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyeleriggarakan tugas sehagaimana dimaksud pada pasal 12 Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

a.

b.

d.

Membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang fugasnya.

Mengkoordinir penyampaian bahan- bahan /materi yang sesuai dengan bidang tugasnya scbagai
pedoman dalam pelaksanazn tugas .

Mengkootdinir pengumpulan data dari unit- unit kerja dilingkungan Dinas schaca
penyusun anggaran .

Mengarahkan bawahan dengan memberikan petunjuk dalam penyusunan anessras Sad socsmrm

rutin maupun pembangunan agar alokasi angearan sesuai dengan keteniuan vame

Memberikan bimbingan kepada Bendaharawan Gaji Bondsharzmam Pombempumman  mmefafie
pengarahan teknis perbendzharaan. pembulnan dm ameraae 2ear pemeciolaryz torlbisamns scenn
dengan pedoman dan petenpuk dibidamg & -mameam

N — ;
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Mengkoordinasikan dan mengarahkan pencairan anggaran melalui pengajuan surat penerbitan
SPP - SKO dan SPP -~ SPMU baik untuk anggaran rufin maupun pembangunan kepada Bupati

melalui Bagian Keuangan untuk memperoleh persetujuan

Mengkoordinir - pengeluaran  keuangan untuk pembayaran  gaji, belanja  rutin maupun

pembangunan dengan memberikan pengarahan agar sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan

Mengkoordinir dan mengeluarkan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) atas permintaan

dan pengeluaran anggaran sebagai bahan pertanggung jawaban .

Memantau pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan berupa buku- buku Bendaharawan,

Kwitansi dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mencegah penyimpangan .

Memberi petunjuk dibidang pembentukan laporan kcuangan agar sesuai dengan Peraturan dan

3

ketentuan Perundang- undangan yang berlaku .

Melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan baik sccara lisan maupun tertulis

sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

Mengevaluasikan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dengan mencliti laporan- laporan

keuangan guna srengetahui apakah pengelolaannya telah terlaksana sesuai dengan ketentuan .

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang

tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan .

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan.
Pasal 14

Kepala Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf ¢ mempunyai tugas

mengkoordinasi pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana

kebutuhan perlengkapan dan perbekatan dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera. sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasgal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Fepala Sub oz

Perlengkapan mempunyai fungsi :

a.

b.

Membantu Kepala Bagian Tata Usaha <esuai dengan bidang tugasnva

Mengkoordinir penyampaian bahan- bahan materi vang scsum demgan budame Dmsasn r
pedoman daiain peclaksanaan tugas
Menviapkan data fisik dan progam mafud menyesm reocame bepretam Sob bepan periens !

dan perbekelan, bulanan, tribul
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Menyiapkan data fisik untuk menyusun petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pengadaan
perlengkapan dan perbekelan program Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera Kabupaten Batang Hari.

Menyiapkan data fisik untuk masukan kebijaksanaan operasional i bidang pelaksanaan
pengadaan petlengkapan dan perbekelan program Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Scjahtera Kabupaten Batang Hari, meliputi pengadaan alat dan obat kontrasepsi, non

alat dan obat kontrasepsi, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan operasional.

Menyiapkan data fisik dan program untuk menvusun rencana kebutuhan dan rencana pengadaan
alat dan obat kontrasepsi, non alat dan obat kontrasepsi, maupun peralatan dan perlengkapan
kantor atau peralatan operasional lainnya Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera di Kabupaten Batang Hari,

Menyiapkan data — data yang berhubungan dengan bendaharawan materil dan pembantu kiiasa

3

barang program Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Batang Hari.

Melakukan pemaniavan  penerimaan barang - barang dan menyiapkan Pemberitahuan

penerimaan barang kepada komponen pengguna/ pemakai barang bersangkutan.

Menyiapkan data fisik untuk menyusun rencana penyaluran barang dan melakukan pemantauan
pelaksanaan penyaluran perlengkapan dan pernbekalan program Dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Scjahtera di Kabupaten Batang Hari.

Melakukan pemantauan penyimpanan barang  barang dalam gudang untuk menghindari
kemungkinan bahaya kcbakaran, kerusakan, kehilangan,” penurunan kualitas, kadaluarsa dan

kerugian lainya.

Melakukan penata vsahaan penyipanan dan penyaluran perlengkapan dan perbekalan program

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Batang Iari.

Menyiapkan perfemuan — pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan
perbekalan seta mebuat notulen hasil pertemuan tersebut dalam format yang baku, program Dinas

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Batang 11ari

)

Mengembangkan kegiatan - kegiatan lainnya vang berkaitan dengan tugas peks

masaian

menjadi tanggung jawabnya, serta menvelesaikan masalah

pelaksanaan tug s pekerjaannya.

Memberikan bimbingan teknis kepada semma pihab torlain das
kinerja para staf yang di bawahinya agar kineria merela seoalhin mes
Melakukan pengawasan melekat dehim ‘« iy S maf $2T 5D 2T T R, S il S e

preventif dan represif 2
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Bagian Keempat
Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program
Pasal 16

Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program sebagaimana dimaskud pada

Pasal 3 Huruf ¢ mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan informasi

keluarga dan pelaksanaan Analisis Program Keluarga Berencana Pengembangan Keluarga Sejahtera

di Kabupaten Batang Hari serta melakukan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Kepala Sub Dinas

Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai fungsi -

a.

Menyusun rencana subdin Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program , Bulanan , Triwulan

dan Tahunan kepada bawahannya.

Melakukan pengendalian pengolahan, analisis, penyimpanan data pelayanan informasi serta
laporan diwilayah Kabupaten Batang Hari.

Menyusun konsep-konsep kebijaksanaan oprasional informasi keluarga dan analisis program
meliputi penilaian,pendokumentasian, pelayanan informasi dan pelaporan program keluarga

Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Batang Hari.

Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat ( PPM ) dan sasaran Program Keluarga Berencana

di Kabupaten Batang Hari.

Melakukan pengendalian penyusunan dan Penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan

informasi keluarga sejahtera di Kabupaten Batang Hari.

Menyusun Konsep-konsep laporan bulanan Kepala Dinas Kelurga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera mengenai pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Batang Hari.
Melakukan indentifikasi dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan progiam kelmarga
Berencana dan Pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Batang Hari

Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan Subdin Aelmarge dan anaalecs
program.

melaksanakan administrasi pengelolzan data dan pemycbar kzsar mformas program keloarpga

Berencana dan pembangonann kelparga scjahtera diwilavah kabupaten Batang Har

J- Mengumpulkan .............
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Mengumpuikan dan mengolah Laporan-laporan data umpan balik hasil 1 pelaksanaan kegiatan

Program keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di kabupaten Batang Hari.

Mengumpulkan dan Mendokumentasikan data serta bahan — bahan hasil pelaksanaan program

keluarga Berncana di wilayah Kabupatien Batang Hari.

Memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan

program keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga sejahtera dan kabupaten Batang Iari.

. Mengelola dan mengembangkan tehnologi informasi sesuai dengan kebutuhan program Keluarga

Berencana dan Pembangunan keluarga sejahtera di kabupaten Batang IHari.

. Melakukan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program keluarga Berencanan dan

pembangunan keluarga sejahtera sesuai kebutuhan .

. Mengumpulkan data untuk bahan penyiapan publikasi pelaksanaan program keluarga berencana
dan pembangunan Keluarga sejahtera. f

. Menyelesaikan masalah-masiah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.

. Melakukan penilaian prestasi kerja para setaf yang dibawahinya dan melakukan pengawasan
melekat dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya , secara terus menerus , preventip maupun
represf, agar Subdin informasi keluarga berencana dan Pembangunan keluarga Sejahtera dan

Aanlisis program dapat tercapai secara efektif dan efisin.

Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kelurga Berencana dan Pembangunan Keharga

Scjahtera Kabupaten Batang Hari mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan,

Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Dinas Kelurga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Kepala Sub Dinas Informasi keluarga dan Analisis Program membawahi :

a. Kepala Seksi Pengolahanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
b. Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Program.

c. Kepala Seksi Pelaporan dan Statistik.

(2) Masing — masing Kepala Seksi secbagaimana dimaksud pada Avat (1) Pasal mr dipumem oleh

seorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertzmgeumg jewsd bepade Kepsls Dmos
Keluarga Berencana dan Pembangunan Kelnarga Scppbters spelsim Keopals Sab Dmes Inforpmes:

Kelnarga dan Analisa Program
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Pasal 19

Kepala Scksi Pengolahanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaskud pada
Pasal 18 Huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan Pengolahan datan dan
pengelolaan Teknologi informasi serta melakukan program Keluarga Berencana Nasional dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera scita melakukan tugas - fugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tucas schagaimana dimaksud pada Pasal 19 Kepala Seksi
: g e ¢ _ I

Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan data bahan penyusunan recana kegiatan Scksi Pengolahan, Pelayanan Infonmasi

dan Dokumserasi,
b. Melaksanakan administrasi pengolahan data dan penycebar luasan informasi program KI3 dan PKS.

¢. Mengumpuikan dan mengolah laporan-laporan data laporan umpan  balik hasil pelaksanaan

kegiatan program KB dan PKS.

d. Mengumpulkan dan mendokumerntasikan data serta bahan-bahan hasil pelaksanaan kegiatan

program KB dan PKS.

e. Memberikan layanan informasi vapada pihak-pihak yvang memerlukan tentang pelaksanaan dan

hasil progrzm KB dan PKS

f. Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program KI3 dan

PKS.
g. Melakukan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program KI3 dan PKS sesuai kebutuhan.
. Mengumpulkan data untuk bahan penyiapan publikasi pelaksanaan program KI3 dan PES.
i. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan PES

J. Melakukan penilaian prestasi kerja para stal’ yang dibawahinya dan melakulban pengawasar

melekat dilingkiingan unit kerja yang dipimpinnya, sccara ferus mencrus, preventic

-

represil’ agar tujuan pelaksanaan seksi Pengolahan, Pelayanan Infos

7133

tercapai secara efektif dan efisicn

k. Menyampaikan laporan kepada Kasubdin Informasi Fclures Jan

tugas pckerjaan vag telah selesai dilaksanakan

. MNelakukan tugas pekerjaan laimnva scsusi petunmd Kasabhvdim Tnfors L i

Program
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Pagal 21

Kepala Scher Analisis dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Hurufl b

mempunyai tugas Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan

Pembangaunan Kcluarga Sejahtera Di Kabupaten Batang Hari,

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Kepala Scksi Analisis dan

Evaluasi Program mempunyai fungsi :

a.

b.

h.

Mengumpulkan Bahan Bahan / data hasil pelaksanaan program Keluarga Berencanana dan

pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kabupaten Batang Hari untuk dianalisa.

Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan seksi analisis dan evaluasi program,

Bulanan, Triwulan dan tahunan.

\

Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan oprasional di Subdin analisis dan
evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
scjahtera meliputi analisis dampak demografi, dampak sosial ekonomi dan dampak keluarga

sejahtera.

Menyiapkan baban-baban untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan program keluarga

berencana dan pemnbangunan keluarga scjahtera di tingkat Kabupaten Batang [Hari.

Mengimpum, mengklasifikasi dan meclakukan ftcla’ahan masalah-masalah pengelola program
keluarga berencana dan pembangunan Keluarga scjahtera di wilayah Kabupaten Batang Hari serta

melaporkan tela’ahan dalam format yang telah baku.

Menyiapkan bahan — bahan pelaksanaan analisis dan cvaluasi pelaksanaan pengelolaan program

keluarga Berencana dan pembangunan keluarga scjahtera di wilayah Kabupaten Batang Iari.

Melakukan pemantauan dan tela’ahan masalah-masalah dalam pelaksanaan analisis dan cvaluasi
program Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga sejahtera | scrta mielaporkan hasil

pemantauan dalam format yang telah baku.

Meclakukan penilaian prestasi kerja para staf yang dibawahinya dan melakukan pencam s
melckat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, sccara terus mencrus, Proncntd
represif, agar tujuan peklaksanaan Scksi Analisis dan Evaluasi Program deoe torions

efektif dan efisicr.

Menyampaikan laporan kepada Subdin bidang informasi keluargs dam am PR TR

tugas pekerjaan vang telah selesai dilaksanakas

tCial - -

Melakukan f:z3= pekerjaan |

analisis program
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Pasal 23

Kepala Scksi Pelaporan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Huruf ¢ mempunyai
fugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan informasi dan pelaksanaan analisis
program keluarga berencana pengembangan keluarga scjahtera serta melakukan tugas — tugas lain

vang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24

Untuk menscienggarakan tugas schagaimana dimaksud pada Pasal 23 Kepala Seksi Pelaporan

dan Statistik mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan — bahan untuk penyusunan rencana kegiataan scksi pelaporaan dan statistik .

Bulanan [ Triwulan dan tahunan.

b. Melaksanakan administerasi pelaporan dan statistik pelaksanaan program keluarga Berencana dan

yembangunan keluarga sejahitera.
& o

¢. Mengumpulkan dan mengolah laporan - laporan data laporan umpan balik hasil pelaksanaan
kegiatan program keluarga scjahtera dan pembangunan keluarga scjahtera di wilayah kabupaten

Batang Ilari

d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penvusunan kebijaksanaan oprasional di bidang pelaksanaan
pelaporan dan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga scjahatera

meliputi pengumpulan data pngujian dan penyajian data , Bimbingan pelaporan dan statistik

e. Mempersiapkan bahan - bahan untuk penyusuanan bentuk penyajian data pelaporan dan staistik
program keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga scjahtera di wilayah kabupaten Batang

Han

f. Melakukan pemantavan dan tela’ahan pelaksanaan program keluarga berencana dan persedian

sarana pelaporan dan statistik serta menyiapkan distribusi diwilayah kabupaten Batang Hari.

g Mengimpun , mengklasipikasi dan melakukan veripikasi kelengkapan dan kebenaran laporan data

program keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kabupaten Batang
Hari
h. Melakukan uji petik silang dan menyiapkan bahan-bahan untul penyususnar 2 -

rekapitulasi laporan bulan dan laporan umpan balik pelaksanaan program serta kegiatan penumpame
pengelolaan program keluarga berencana  dan pembangunan kecluare:z

kabupaten Batang Hari
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i.  Melakukan pemantauan dan telahaan masalah-masalah dalam pelaksanaan pelaporan dan statistik
program keluarga Berencana  dan Pembangunan keluarga scjahtera di wilayah kabupaten serta

melaporkan hasil pemantuan dan tela’ahan dalam format vang felah bakun.

J- - Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas perkerjaan yang menjadi
fanggung jawabnya dan menyelesaikan maslah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

pekerjaannva.

k. Melalukan penilaian prestasi kerja para staf vang dibawahinya dan meclakukan pengawasan
melekat di lingkungan unit kerja vang dipimpinnya, sccara terus menerus preventip maupun
represip agar tujuan pelaksanaan dapat dicapai adalah @ melakukan penilaian DP3 sctiap akhir

tahun .

I Seksi Pelaporan dan Statistik  dapat dicapai secara efektif dan efisien apa bila tugas — tugas telah

selesai

m. Menyampaikan laporan kepada Subdin  informasi Keluarga dan Analisis  Program mengenai

tugas pekerjaar yang telah dilaksanakan

n. Melakukan tugas pekerjaaan lainnya sesuai dengan  petunjuk Subdin bidang informasi keluarga

dan analisis Program.

Bagian Kclima

Kepala Sub Dinas Pengendalian K3 dan Keschatan Reproduksi

Pasal 25

Kepala Sub Dinas Pengendalian KB dan Keschatan Reproduksi sebagaimana dimaskud pada
Pasal 3 huruf d mempunyai tugas Meclaksanakan dan Pengendalian Program Penyelenggaraan
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi kebutuhan perlengkapan  dan perbekalan di

Kabupaten Batang Hari.
Pasal 26

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Kepala Sub Dinas

Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana program operasicnal dan pengendalian pelaksanaan pogram  Fclux
Berencana dan Keschatan Reproduksi, serta menyusun kegiatan dan Anggaran kebmalam
operasional dan pengendalian program Kcluarga Berencana dan Keschatan Fomrodioh s 5osbmes

Batang ITari.

b. Menyusun program dan kebijakan opecrasional serta pengendzlnan  polsamaar  Nolmarsa
Berencana dan Keschatan Reproduksi K 3 iy g
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Menyusun/merevisi program dan kebijaksanaan serta strategi pengeloiaan kebijakan operasional

Kelnarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kahupaten Batang Hari.

- Menyempurnakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan
kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi schingga sesuai dengan
wilayahnya.

Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional Keluarga
Berencana dan Keschatan Reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait.

Melakukan wpaya-upaya tercapainya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi vang sesuai dengan pola
pembangunan di Kabupaten Batang Haxi.

Melakukan hubungan ketja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan
mengembangkan kebijakan operasional Keluarga Berencana edan Kesehatan Reproduksi.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan opersional Keluarga Berencana

dan Keschatan Reproduksi.

Memberikan motivasi, petunjuk dan kesempatan kepada para kepala seksi yang dibawahinya agar
kinerjanya semakin meningkat.

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya secara preventif dan refresip agar
tujuan pengelolaan program dan kebijakan opersional Keluarga Berencana dan Keschatan
Reproduksi dapat dicapai dengan baik.

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari.

Metakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari.

Pasal 27

(1) Kepala Sub Dinas Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi membawahi :

a. Kepala Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
b. Kepala Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
c¢. Kepala Seksi Penanggung masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup u baw

dan anak.

(2) Masing — masing Kepala Scksi sebagaimana dimaksud pada Avat (1) Pasal = doeom cleh

seorang Kepala Scksi vang berada dibawah dan bertanggung jawzb kepade Keopels Dimas
Keluarga Berencana dan Pembangunan Kelmargz Sciahiers melbin Kopalz Sab Dwmas

Pengendalian Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi

Pasal 28 .. ...
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Pasal 28

Kepala Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal

Huruf a mempunyai tugas Melakukan Penyiapan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program

Jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Pasal 29

Untuk menyclenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada Pasal 28 Kepala Seksi Jaminan

dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

d.

b.

d.

h.

Menyiapkan konsep program kegiatan rencana kerja peningkatan jaminan dan pelayanan Keluarga

Berencana di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

N

Menyiapkan konsep program dan anggaran peningkatan jaminan dan pelayanan Keluarga

Berencana di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan

dan pelayanan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan jaminan dan

pelayanan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Menyiapkan bahan evaluasi hasil dan kegiatan peningkatan dan jaminan Keluarga Berencana di

bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Menyiapkan upava — upaya tercip.tanya keterpaduan dan sinkronisasi peninghatan Jjaminan dan

pelayanan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduksi.

Menyiapkan upaya — upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan pembinaan
peningkatan izrinan dan pelayanan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi.

Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis ferkait dalam perumusan
program dan kegiatan peningkatan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana di bidane

Keluarga Rerencana dan Keschatan Reproduksi .

Memberikan kesempatan dan petunjuk kerja kepada stal dalam pelaksanaan kegiatan peni
Jaminan dan pclayanan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana dan eoschs

Reproduksi agar kinerja staf dapat sclaiv meningkat.:

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit keria secara prever mn represd aEar S
peningkatan remaja dan perlinduncan hak — hak reproduksi di bademe N olmares Perencams dam

Kesechatan Reproduksi dapat di capai denean bail



K. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bidang pengendalian Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

. Nelakukan tugas pekerjaan lainnya scsuai petunjuk  kepala bidang peningkatan Keluarga
& S d 4 t 5 5

Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
PPasal 30

Kepala Scksi Remaja dan Perlindungan Tlak-hak Reproduksi scbagaimana dimalsud pada
Pasal 27 Hurmf b mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan pengendalian serta cvaluasi
Pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak - hak reproduksi di

bidang Keluarga Berencana dan Keschatan  Reproduksi melalui jalur Leluar ra, sckolah dan tempat
£ 2 I .

kerja .
Pasal 31
Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 30 Kepala Scksi Remaja
dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan konsep program dan rencana kegiatan pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak

reproduksi di bidang keluarga berencana dan keschatan reproduksi .

b. Menyiapkan konsep program dan anggaran peningkatan remaja dan perlindungan  hak-hak

reproduksi di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .

o

Menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan remaja

dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang Kelvarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .

d. Menyiapkasi konsep petunjuk pclaksanaan  dan petunjuk  teknis pembinaan dan  kegiatan
peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang Keluarga Berencana dan

Kesehatan reproduksi Kab. Batang Iari .

¢. Menyiapkan baban evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan remaja dan perlindungan hak

— hak reproduksi di bidang Keluarpa Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

f. Melakukan upaya-upaya ferciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan penanggulanza

masalah remaja dan perlindungan hak — hak reproduksi di bidang Feluarcs Doron.

Kesehatan Reproduksi.

g. Menyiapkan upaya —upaya tercapainya pengembangan perumusan procro .
peningkatan remaja dan hak - hak reproduksi di bidang Keluarga Deremoams  dam Fiose

N T

Reproduksi dengan lembaga swadava Masvaralat
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h. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan
program dan kegiatan peningkatan remaja dan hak ~ hak reproduksi di bidang Keluarga Berencana

dan Keschatan Reproduksi.

i. Memberikan kesehatan dan petunjuk kerja kepada staf dalam peningkatan remaja dan
perlindungan hak-hak reproduksi di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi
sehingga kinerjanya staf akan meningkat.

J. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja secara preventif dan represif agartujuan
peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang Keluarga Berencana dan
kesehatan Reproduksi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bidang Pengendalian Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

L. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang peningkatan keluarga

Berencana dan kecsehatan Reproduksi
Pasal 32

Kepala Seksi penanggung masalah Keschatan Reproduksi dan Kelangsungan hidup Ibu, bayi
dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Huruf ¢ mempunyai fugas Melakukan dan
pengendalian serta evaluasi Pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak melalui pelayanan dan

konseling bayi.
Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Kepala Seksi
penanggung masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak mempunvai

fungsi:

a. Menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reprodusi
dan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan anak di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan

Reproduksi.

b. Menyiapkan konsep program kegiatan dan anggaran peningkatan penanggulangan M\(zsalzh

Keschatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di tidanz shuargs

Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

¢. Menyiapkan konsep kebijaksanaan tcknis strategi pelaksanzen ksgistae  penmglaten

ke
o
b
E i

penggulangan Masalah Keschatan Reprodusi dan Kelangsumgzn Hidup Pw, Ban dam

bidang Keluarga Berencana dan Keschatan reprodulsi di Dines Kabopaten Batang Hari

d Menviapkan...........
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d. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan penanggulangan
Masalah Keschatan Reproduksi dan kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di bidang Keluarga

Berencana dan Keschatan Reproduksi.

e. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan Masalah
Kesehatan Reproduksi dan kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di bidang Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

f. Menyiapkan upaya — upaya terciptanya keterpaduandan sinkronisasi pembinaan dan kegiatan
peningkatan penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, bayi
dan Anak di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

g Menyiapkan upaya tercapainya pengembangan perumusan program kegiatan peningkatan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di
bidang Keluarga Berencana dan Keschatan Reprodusi.

h. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan
program kegiatan peningkatan Penanggulangan Masalah Keschatan Reproduksi dan
Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di bidang Keluarga Berencana dan Keschatan
Reproduksi dengan lembaga Swadaya Masyarakat dan dinas terkait,

i. Memberikan kesempatan dan pctunj'uk kerja kepada staf dalam peningkatan Penanggulangan
Masalah Keschatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak dan pelayanan

Keluarga Berenca dan Kesehatan Reprodusi sehingga kinerjanya staf dapat selalu menin gkat.

J- Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara preventip dan represif agar tujuan
peningkatan Penggulangan Masalah Keschatan Reprodusi dan Kelangsungan Hidup Thu, Bayi dan

Anak di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dapat dicapai dengan baik.

k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bidang pengendalian Keluarga

Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.

. Melakukan tugas peketjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang peningkatan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Keenam
Kepala Sub Dinas Pengendalian Kehuarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Kehiarga

Pasal 34
Kepala Sub Dinas Pengendalian Kehiarga Sejahtera dan Pemberdavaen Kelnares schogsimmana

dimaskud pada Pasal 3 huruf ¢ mempunyai tugas Melaksanakan dan pengendalizn program keluargs

sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kabupaten Batang Hari



Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada Pasal 34 Kepala Sub Dinas

Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunvai fungsi:

a.

b.

@

d.

m.

Menyusun rencana kerja Sub Dinas Pengendalian Keluarga Scjahtera dan Pemberdayaan

Keluarga;
Menyusun anggaran di Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

Menyusun/menyempurnakan petunjuk tehnis pelaksanaan program pemberdayaan  ckonomi

keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;

Melakukan upaya-upaya terciptanva keter aduan  dan  singkronisasi  pelaksanaan YOgram
« 3 Ll =
pemberdayaan ckonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas

keluarga;

Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan  pelaksanaan  program pemberdayaan
ckonomi keluarga, pengembangan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan

ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;
Melakukan hubungan kerja dengan komonen dan instansi teknis terkait ;

Memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian  prestasi kerja kepada bahawahannya agar

meningkat kinerjanya;

Melakukan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yvang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas

kerja;

Mengembangkan kegiatan lainnya, mectode-metode, prosedur-prosedur kerja vang  berkaitan

dengan tugas vang menjadi tanggung jawabnya.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan wunit kerjanya sccara terus mencrus. preventif]
relresip agar tujuan pelaksanaan program pemberdayaan ckonomi keluarga, pengembangan

ketahanan Kualitas keluarga dan peningkatan kualitas keluarga tercapai sccara efektif dan efisien:

1

Melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ckonomi keluarga, pengembanoas

|
|

ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;

Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas KB dan PES diminia mao

pelaksanaan tugasnya;

Melakukan tugas pekerjaan laimnya sesuai petunjuk Kepala Dmas KB

Pasal 36
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Pasal 36

(1) Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahi :
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
b. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga.
¢. Kepala Scksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

(2) Masing — masing Kepala Seksi schbagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kelnarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  melalui Kepala Sub Dinas

Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
Pasal 37

Kepala Scksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Huruf a
mempunyai tugas Melaksanakan dan mengendalkan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program

pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pasal 38
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Kepala Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
b. Menyusun anggaran di kegiatan scksi pemberdayaan keluarga;

¢. Menyiapkan bahan penynsunan petunjuk tehnis pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan

ekonomi kehiarga;

d. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan pelaksanaan

program pemberdayaan ekonomi keluarga;

e. Melakukan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program pemberdavaan

ekonomi keluarga;

f. Melakukan hubungan kerja dengan komonen dan instansi teknis terkait dalam pelzisznass
pengendalian program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

g. Memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada siaf zgar scmabin  agar
meningkat kinetjanya;

h. Melakukan identifikasi, analisiz, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberdayaan ekonomi keluarga;
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i.  Mengembanglon kegiaian lainnya, metode-metode, proscdusr-prosedur kerja yang berkaitan

dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

j.  Mengembangkan kemitraan usaha, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi

program pemberdayaan ckonomi keluarga;
k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian proggam pemberdayaan ckonomi keluarga:

I, Melakukan pengawasan melckat dilingkungan unit kerjanya sccara ferus nencrus, preventif,
refresip agar tujuan pelaksanaan penvendalian program pemberdayaan ckonomi keluarga dapat

tercapai secara cfektif dan efisien;

m. Menyampaikan Japoran kepada Kepala Sub Dinas. Pengendalian Kecluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga baik diminta maupun tidak atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
n. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga dan
Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 39

Kepala Scksi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Huruf b mempunyai
tugas  Melakukan dJan  mengendalikan  serta  evaluasi pelaksanaan  pengendalian  program

pengembangan ketabauan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Pasal 40
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Kepala Scksi
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:
a. Menyusun rencana kerja Scksi ketahanan keluarga;
b. Menyusun anggaran kegiatan Seksi keiahanan keluarga;

¢. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tchnis pelaksanaan pengendalian program ketahanan

keluarga;

d. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pencendalian

ketahanan keluarga;
e.  Meclakukan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program ketahanan Leluor

f. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi tehnis torbait dalem —oohcoms o
pengendalian program ketahanan keluarga;
g. Memberikan motivasi. petunjuk dan penilaian prestasi keria kepada <2 A SCINIMIE T

kinerjanya;
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m.
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Melakukan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program

ketahanan keluarga;

Mengembangkan kegiatan lainnva, metiode-metode, prosedur-prosedur  kerja yang berkaitan

dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif]

refresip agar tujuan pelaksanaan pengendalian program ketahanan keluarga;
Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program ketahanan keluarga;

Menyampaikan laporan kepada Kasubdin Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga baik diminta maupun tidak atas pelaksanaan tugas fungsinya;

Melakukan tugas pekerjaan lainnya scsuai petunjuk Kasubdin Pengendalian Keluarga Scjahtera

dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 4]

Kepala Secksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Huruf ¢

mempunyat tugas Melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program

peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 41 Kepala Scksi

Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

a.

e

Menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Kualitas Keluarga;
Menyusun anggaran di kegiatan kepala seksi pengendalian kualitas keluarga;

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan pengendalian program peningkatan

kualitas keluarga:

Melakukan upsva-upaya terciptanya keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan pengendalias

program peningkatan kualitas keluarga;

Melakukan uapaya-upaya ftercapainya pelalsanaan dan pengendalian . program  penmg

kuajitas Leluarga;

Melakulan hubungan kerja dengan homonen dan instansi telnis 1ol 2o o .

pengendalian program peningkatan kualitas Leluarea:

Memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi beria kepads < pear semaiom  aEs

meningkat kimerjanya;
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felakukan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah vang berkaitan dengan program
pengendalian kualitas keluarga,

Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan

dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif,
refresip agar tujuan pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ckonomi keluarga dapat

tercapai secara efektif dan efisien;
Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan kualitas keluarga;

Menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga baik diminta maupun tidak atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga

dan Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Ketujuh
Kepala Sub Dinas Penguatan Kelembagaan dan
Kesetaraan Jender

Pasal 43

Kepala Sub Dinas Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender sebagaimana dimaskud

pada Pasal 3 huruf f mempunyai tugas Melakeanakan dan pengendalian program penguatan

Kelembagaan dan kesetaraan Jender.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Kepala Sub Dinas

Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender mempunyai fungsi:

a.

Menyusun rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan program penguatan
kelembagaan kebijakan operasional dan pengendalian program penguatan kelembagaan ddan

kesetaraan jender wilayah regional Kabupaten Batang Hari;

Menyusun  program dan kebijaksanaan operasional serta pengendalian pelaksanaan pro

‘ﬁ
1

penguatan kelembagaan dan kesetaraan wilayah regional Kabupaten Batang Hari ;

Menyusun / merevisi program dan kebijaksanaan serta strategi pengolahan kebizksamaan
operasional penguatan kelembagaan dan kesetaraan jender wilayah regional Kabupaten Batang
Hari;

Menyempumakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penguatan kelembagaan

dan kesatuan jender sehingga sesuai dengan kondisi wilayzh:



h.

(1)

Melakukan ipava-upaya terciptanya keterpaduan dan  sinkronisasi  kebijakan operasional

penguatan kelembagaan dan kesctaraan jender dengan lembaga dan Dinas Instansi terkait;

Melakukan upaya-upaya terciptanya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
operasional penguatan dan kesetaraan jender yang sesuai dengan pola pembangunan di tingkat

Kabupaten Batang Hart;

Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan Instansi teknis terkait dalam menyusun dan

mengembangkan kebijakan operasional penguatan kelembagaan daan kesetaraan jender;

Mengevaluasi  hasil pelaksanaan program  kegiatan dan  kebijakan operasional penguatan

kelembagaan daan kesetaraan jender;

Memberikan motivasi, petunjuk dan Kesempatan kepada Kepala scksi yang dibawahnya agar

Kemajuannya semakin meningkat;

Melakukan pengawasan melekat i lingkungan kerjanva sccara preventif agar tujuan pengelolaan

program dan kebijakan opersional penguatan kelembagaan kesetaraan dapat dicapai dengan baik;

Membuat  dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Scjahtera Kabupaten batang Hari;
Melakukan tugns peherjaan lainnya sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Kcluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari.

Pasal 45

Kepala Sub Dinas Penguatan kelembagaan dan kesctaraan jender membawahi
a. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
b. Kepala Seksi Institusi dan peran serta.

¢. Kepala Seksi Partisipasi Pria.

(2) Masing - masing Kepala Seksi scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh

seorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Kepala Sub Dinas Penguats

kelembagaan dan kesctaraan jender.,
Pasal 40

Kepala Scksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Idukasi schazaimona S

Pasal 45 huruf a mempunyai tugas Melakukan dan pengendalian serta evaluas pelaisanaan prog

advokasi. komunikasi, informas<i, dan e

1
1Mk 2q ey

1
1

keluarga sejahtera.
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Pasat 47

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Kepala Scksi Advoliasi,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi imempunyai fungsi :

a.

b.

d.

h.

Menvusun rencana kerja Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dibidang keluarga

berencana . keluarga sejahtera, Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender.

Menyusun anggaran kegiatan seksi advokasi dan komunikasi, informasi edukasi dibidang keluarga

berencana, keluarga sejahtera, Penguatan Kelembagaan dan Kesctaraan Jender.

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan komunikasi
informasi cdukasi dibidang keluarga berencana. keluarga sejahtera, Penguatan Kelembagaan dan

Kesetaraan Jender.

Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan program advokasi
dan komunikasi informasi edukasi dibidang keluarga berencana, keluarga scjahtera, Penguatan

Kelembagaan dan Kesctaraan Jender,

Melakukan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan pengendalian kegiatan advokasi dan komunikasi
informasi edukasi dibidang program keluarga berencana, keluarga scjahtera, Penguatan

Kelembagaan dan Kesetaraan Jender.

Melakukan hubungan kerja dengan komonen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan
advokasi dan komunikasi informasi edukasi dibidang keluarga berencana, keluarga scjahtera.

Penguatan Iielembagaan dan Kesctaraan Jender,

Memberikan motivasi, petunjuk dan kesempatan kerja kepada stal agar semakin  meningkat

kinerjanya.

Melakukan 1dentifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program

keluarga berencana, keluarga sejahtera, Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender.
Mengembanglkas: kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan
dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus. preventii,
refresip agar tujuan pelaksanaan kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi dafam
rangka pelaksanaan program keluarga berencana |, keluarga sejahtera. Pengnatan hclembazaan

dan Kesetaraan Jender dapat tercapai secara efektif dan efisien.

berencana , keluarga sejahtera, Penguaian Kelembagaan dan Kesetaraan Jende

Menyampaikan laporan kepada Kasubdin Penguatan dan Kelembagaan dan Kesctarzan Jender

baik diminta maupun tidak atas pclaksanaan tugasnya
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m. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kasubdin Penguatan Kelembagaan dan

Kesetaraan Jender.

Pasal 48

Kepala Seksi Institusi dan Peran Serta sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b mempunyai

tugas Melakukan dan mengendalikan serta Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Kelembagaan dan

Peran Serta .

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Kepala Seksi Institusi

dan Peran Serta mempunyai fungsi :

a.

Menyusun rencana kerja kepala seksi kelembagaan dan peran serta di bidang keluarga berencana

dan pembangunan keluarga sejahtera.

Menyusun anggaran kegiatan Kepala Seksi kelembagaan dan peran serta di bidang keluarga

berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Menyiapkan bahan petunjuk tehnis pelaksanaan program kelembagaan dan peran serta di bidang
keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan dan pengendalian
program kelembagaan dan peran serta di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga

sejahtera

Melakukan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program kelembagaan dan

peran serta di bidang keluarga bemcana dan pembangunan keluarga sejahtera

Melakukan hubungan kerja dengan komponen kelembagaan teknis terkait dalam melaksanakan
dan menyendalikan program kelembagaan dan peran serta dibidang keluarga Berencana dan

pembangunan keluarga sejahtera .

Melakukan identipikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program keluarga

berencana dan pembangunan keluarga sejahtera

Mengembangkan kegiatan lainnya, meyode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan
dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya .

melakukan pengawasan melekat diunit kerjanya secara terus menerus agar tujuan pelaksanaan dan
pengendalian program kelembagaan dan peran serta dibidang keluargza berencana dan
pembangunan keluarga scjahtera .

Menvampaikan laporan kepada subdin . Penguatan kelembagaan dan kesejahteraan jender .

Melakukan tugas pekerjaan lama yang sesuai petunjuk subdin penguatan kelembagaan dan

kesetaraan jender.
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Pasal 50

Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Pria sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf ¢

mempunyai tugas  Melakukan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaanserta

pengendalian program Peningkatan Partisipasi Pria.

Pasal 51

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Kepala Seksi

Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai fungsi :

Menyusun konsep program dan rencana kegiatan peningkatan partisipasi pria.
. Menyiapkan konsep program dan anggaran peningkatan partisipasi pria.

Menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi kegiatan peningkatan partisipasi pria.
diwilayah kabupaten.

. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan pembinaan
peningkatan partisipasi pria.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi pria.

Melakukan upaya-upaya terciptanyéx keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pembinaan
kegiatan partisipasi pria.

Melakukan wupaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan kegiatan
peningkatan partisipasi pria.

. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan

peningkatan pembinaan dan kegiatan partisipasi pria.

Memberikan kesempatan dan petunjuk ketja kepada staf di lingkungan peningkatan partisipasi
pria,

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara preventif dan represif agar tujuan
peningkatan partisipasi pria dapat dicapai dengan baik.

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasubdin Penguatan

Kelembagaan dan Kesetaraan Jender.

Advokasi kepada pimpinan daerah, legislatif untuk meningkatkan hubungan politis dan
operasional diberbagai tingkat administrasi pemerintah.

. Advokasi kepada pimpinan instansi sektoral, ormas, L SM, pimpinan tempat kerja peruszhazn
perkantoran pemerintah/swasta, tokoh-tokoh agama untuk memantapkan koordmasi dalam
pengembangan program sesuai dengan fugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung
pelaksanaan peningkatan partisipasi pria.

s D Eassuvinnieas
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Untuk pelaksanaan Teknis Dinas pengelola teknis Kecamatan sebagaimana

[9S)
(%]

Menyusun rancangan pelaksanaan program kegiatan bersama-sama dengan sektor, LSM, swasta,

pimpinan perusahaan, perkantoran pemerintah/swasta scrta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mengembangkan perangkat kebijaksanaan dan ketatalaksanaan administrasi untuk mendukung,

kelancaran pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria.
Melakukan studi penjajagan kebutuhan dan data basis untuk operasionalisasi program.

Pengembangan strategi pelatihan yang meliputi penyusunan kurikulum, pengembangan materi dan
media pembelajaran program promosi konseling, pelayanan di tempat kerja serta peningkatan

kesehatan dan keadilan jender.

Menyelenggarakan orientasi dan pelatihan bagi pengelola dan pelaksana serta provider di tingkat

kabupaten, kecarnatan ditempat-tetapat Kerja.

Menyelenggarakan orientasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, kader

PPKBD dan kader tentang peningkatan vartisipasi pria.

Menyelenggar ikan pelatihan vasektomi bagi provider bersama-sama dengan organisasi profesi

dan ahli.

Mengembangkan strategi promosi dan penyebarluasan isi pesan melalui berbagai kegiatan

kehumasan dan periklanan dengan mcdia cetak, elektronik dan media tradisional.

Menyusun materi dan teknik konseling untuk petugas/provider pada pusat-pusat pelayanan KB

dan kesehatan reproduksi khususnya klinik-klinik tempat kerja.

Melaksanakan konseling yang baik dan benar disemua tempat-tempat pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi.

Memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi menjadi
pusat pelayanan pasangan suami isteri melalui peningkatan penyediaan alat kontrasepsi dan

pengembangan pelayanan vasektomi (MOP) bagi klinik yang sudah memungkinkan.

Melaksanakan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi bagi calon pasangan pengantin

yang akan menikah melalui BP4 dan catatan sipil.

Bagian Kedelapan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 52

1 T I» 1T 2 1
dimaksud Pasal 3

mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional pelaksanaan program BB dan Pembangunar

_esejahteraan di Wilayah Kecamatan.
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Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud pasal 52 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

pengelola Teknik Kecamatan mempunyai fungsi :

a.

Melakukan Koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait, untuk penyusunan rencana
pelaksanaan kegiatan — kegiatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga di
Wilayah Kecamatan,

Mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek — aspek demogratis, KB, KS, sosial budaya,
Giografis dan tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat sebagai bahan analisis dan
cvaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Secjahtera di

Wilayah kerjanya.

Melakukan kunjungan kepada para tokoh masyarakat formal maupun informal dalam rangka
pendekatan untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam pelaksanaan program Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah kerjanya.

Melakukan kegiatan — kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat
dalam program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah Kecamatan

menuju keluarga berkualitas,

Mengumpulkan data dan informasi masalah — masalah dalam pelaksanaan program Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah Kecamatan serta melakukan
pembahasan masalah — masalah tersebut bersama — sama dengan para PLKB / PKB dalam

pertemuan berkala,

Melakukan penyediaan kepada para petugas terkait dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan
program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah Kecamatan.

Melakukan penyediaan pengurusan kepegawaian, kenangan, sarana dan ketata usahaan program
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah Kecamatan.

Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak terkait, untuk memperoleh dukungan dalam

pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembang\man'kcluarga sejahtera.

Melakukan penyediaan pelayanan, pertemuan — pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi
pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Wilayah
Kecamatan serta melaporkan hasil — hasil pertemuan tersebut melalui sub sistem pencatatan dan

pelaporan yang baku.

j- Melakukan...........
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Melakukan penilaian prestasi kerja para PLKIDD dan Stal yang dibawahinya dan melakukan
pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, preventif maupun
refresif, agar tujuan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan

pembangunan Keluarga Scjahtera di Wilayah Kecamatan dapat tercapai secara efektif dan efesien.

Melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnvya.

Mengembangkan kegiatan fain yang mendukung tercapainya program Keluarga Berencana dan

pembangusian keluarga Sejahtera di Wilayah Kecamatan.

Melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam mencari sumber dana jaringan kegiatan program

Keluarga Berencana dan Keluarga Scjahtera.

Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera Kabupaten mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Melakukan tugas pekerjaan lainnya, sesuai petunjuk Kepala Dinas Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera Kalupaten.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 54

Eselon

(1) Kepala Dinas Kcluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari

adalah Jabatan Struktural Eselon 1I/b.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon

1Va.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
Pasal 55

Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Kepala Dinas Dacrah diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati atas usul Sckretaris Dasrah seizlah

- N1 T AT -

memperhatikan hasil Keputusan Badan Pertimbangan jabatan dan Pangkat (BAPEET AR AT 1
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(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sckretaris Daerah setelah memperhatikan  hasl

Keputusan (BAPERJAKAT);

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi pada Dinas Dacralh  dan Kepala UPTD dapat diangkat dan
diberhentikan oleh  Sekretaris Dacralhi  atas pelimpahan  Kewenangan  Bupati setelah

memperhatikan usul Kepala Dinas dan hasil Keputusan BAPERIAK AT;

(4) Pembentukan BAPERIAK AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah
ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Kebutuhan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.
BABV

KELOMPOE JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Dacrah

sesuai dengan keahlian.

Pasal 57

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan TFungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oich

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagimana terscbut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Iungsional sebagaimana fersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan vane berlaku:
£ A )

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku,
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BAB VI
TATA KERJA

P’asal 58

Dalam melaksanakan tugas sctiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antara satuan organisasi dilingkungan Dinas Dacrah sesuai dengan tugas masing-masing,
O &2 f o o &
Pasal 59

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-Jangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan

yang berlaku.
Pasal 60

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mergkoordinasikan bawahan

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 61

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 62

Setiap Laporan yang diterima olch pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan secbagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.
Pasal 63

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan

pula kepada satuas organisasi lain yang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnva dan

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengca

berkala:
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

(1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi tugas dan
fungsi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Kelompok jabatan Fungsional
dan Tata Kerja,

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Januari 2003.

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Januari 2003

LEMBARAN DAERAHHABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2003 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHIERA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencapai sasaran utama program Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera
dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan kuantitas, kualitas dan
persebaran penduduk serta terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka membangun keluarga

seutuhnya.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pelaksanaan
pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan disegala bidang. Namun jumlah
penduduk yang besar apabila tidak diupayakan pengembangan kualitasnya dapat merupakan
beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi hasil — hasil pembangunan yang dapat dinikmati
oleh rakyat karena itu untuk mengendalikan sekaligus memanfaatkan jumlah penduduk yang
besar, diperlukan upaya pengaturan pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang
pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor Pemerintah dan

antara Pemerintah dan masyarakat.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi
Daerah, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari adalah menindak lanjuti maksud dari Pada ketentuan
Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomeor 50 Tahun
2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

guma disempumakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang



II.

2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
guna discmpurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah vang
dimiliki Daerah, Karateristik, potensi dan kcbutuhan Daerah, personil, Perlengkapan  dan
pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas pokok dan fungsi vang jelas,
Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi, Kontinitas, Konsistensian, efisicnsi, {leksibilitas serta Visi

dan Misi yang jelas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 C'skip Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Crkup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 C ukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas

D ey 31



Pasal

Pasal .

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal ¢

36
37
38
39
40
41

43
44
45
46
47

49
50

2 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

5 Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
“ukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cubup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

| Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

y Cnkup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cubap Jelas

Cukup Jelas
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HAGAN STRUKTUR ORGANIS ASIT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN :g%’@“" _ B‘;T;‘}Q‘Slj;"fé -
"ML ANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA KEPALA DINAS TANGGAL : 2 JANUARI 2003
7 KABUPATEN BATANGHARI ——
1
. BAGIAN
7 l TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN I i -
— SUBBAG SUBBAG SUBBAG
g TATA USAHA & KEUANGAN & PERLENGK APAN
KFPFGAWATAN PERENCANAAN
| | I |
SUBDIN SUBDIN SUBDIN SUBDIN
INFORMASI KELUARGA DAN PENGENDALIAN KB DAN PENGENDALIAN KS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
ANALISA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKASI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KESETARAAN JENDER
I I | I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGOLAHAN JAMINAN DAN PEMBERDAYAAN ADVOKASI,
PELAY ANAN INFCRMASI PELAYANAN KELUARGA EKONOMI KELUARGA KOMUNIKASI,
& DOKUMENTASI RERENCANA INFORMASI & EDUKASI
i
SEKSI SEKSI UPTD ~ H SEKSI SEKSI
ANALISIS DAN EVALUASI REMAJA DAN :
PROGRAM PERLINDUNGAN HAK — : KETAHANAN KELUARGA INSTITUSI DAN PERAN
HAK REPRODUKSI 553552 R A SERTA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAPORAN DAN PENANGGUNG MASALAH | PENINGKATAN
STATISTIK KESEHATAN REPRODUKSL& | KUALITAS KELUARGA PARTISIPASI PRIA
KELANGSUNGAN HIDUPABR U,
] BAYI & ANAK




